
 

 
 

 
 

 
BUPATI HULU SUNGAI UTARA 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 
NOMOR  1 TAHUN 2026 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN HUKUM 

BAGI MASYARAKAT MISKIN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 

  

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, 

Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran 
penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, ketentuan lebih lanjut 

mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut 
diatur dengan Peraturan Daerah;   

 
b. bahwa agar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, dapat 
dilaksanakan dengan efektif, perlu dilakukan perubahan;  

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 
1 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat 

Miskin; 
 

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan   

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang  
Pembentukan  Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 
 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia                   

Tahun 1999 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  3886); 

 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003              

SALINAN 
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Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4288); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 
 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 

2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6397); 
 
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 
 

8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 
Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5246); 
 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023            

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023  Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

 
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842); 

 
 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan 
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Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 542); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang 

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 
 

15. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 
77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia 

dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);  

 
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia              

Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan 

Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas  

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 
10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata 

Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana 
Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 2130); 
 

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10   
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum 
Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 10); 
 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara           
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 5); 
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 

Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat 
Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Tahun 2021 Nomor 1); 
 

 Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 
dan 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA 

 
 MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI 
MASYARAKAT MISKIN. 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 24) diubah 

sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:   

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 

2. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

9. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi 
bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan 

hukum. 

10. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin 

yang ada di Daerah. 

11. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum yang ada 
di Daerah dan/atau di Provinsi Kalimantan Selatan dengan syarat 

mempunyai kantor cabang/perwakilan di wilayah Daerah, 
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selanjutnya disingkat dengan LBH, yakni lembaga/organisasi yang 

berbadan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan mengikat kerjasama dengan Pemerintah Daerah. 

12. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, 

kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan. 

13. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok 
orang yang kondisi sosial ekonominya dikatagorikan miskin yang 

dibuktikan dengan salah satu dokumen diantaranya kartu jaminan 
kesehatan masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu keluarga 
sejahtera atau surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa 

dan terdaftar pada data terpadu sosial dan ekonomi nasional.  

14. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan 

melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 

15. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan 

di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 

16. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah 
Daerah dalam APBD untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum 

kepada masyarakat miskin. 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 
dengan Perda. 

18. Proposal adalah dokumen yang diajukan oleh LBH untuk 
mendapatkan akses keadilan secara gratis bagi Masyarakat Miskin 
atau tidak mampu. 

 
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 4 

 
(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi 

masyarakat miskin yang ada di Daerah. 

 
(2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dilakukan dengan cara bekerja sama dengan: 
a. LBH yang ada di Daerah; dan/atau  

b. LBH yang ada di Provinsi yang memiliki kantor cabang/perwakilan 
di Daerah. 

 

(3) LBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi 
persyaratan minimal: 

a. berbadan hukum; 
b. terakreditasi; 

c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; 
d. memiliki pengurus; dan 
e. memiliki program Bantuan Hukum. 

 
(4) Kerjasama dengan LBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama setelah mendapat 
persetujuan dari Bupati. 

 
 
3. Ketentuan ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 14 diubah serta ayat (3) 

dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 14 

 
(1) Setelah menerima Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 

Bagian Hukum melakukan proses verifikasi atas dokumen yang 
disampaikan. 

 
(2) Dalam hal Proposal telah memenuhi persyaratan, Bagian Hukum 

meneruskan kepada Bupati untuk dimintakan persetujuan dalam 
bentuk telaahan staf. 

 

(3) Dihapus. 
 

(4) Persetujuan Bupati atas Proposal yang diajukan sesegeranya 
diberitahukan oleh Bagian Hukum kepada LBH. 

 
(5) Bagian Hukum melakukan proses pencairan dana Bantuan Hukum 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai  berikut: 

 
Pasal 26 

 
(1) LBH yang terbukti: 

a. melanggar atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3); dan/atau  
b. terbukti melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17; 
diancam pidana penjara dan/atau pidana denda sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pelanggaran. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan 

negara. 
 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara. 
 

Ditetapkan  di Amuntai 
pada tanggal 30 Maret 2026 
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 

              Cap/TTD 
              

            SAHRUJANI 
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Diundangkan di Amuntai 

pada tanggal 30 Maret 2026 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
          HULU SUNGAI UTARA, 

 
                   Cap/TTD 

 
                ADI LESMANA 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 
TAHUN 2026 NOMOR 1  

 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (1-24/2026). 
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PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

NOMOR 1 TAHUN 2026 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN HUKUM 

BAGI MASYARAKAT MISKIN 
 
I. UMUM 

 
Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional menegaskan bahwa 
“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara 

mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk 
hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum 
kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk 

memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang 
mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan 

kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di 

hadapan hukum (equality before the law).  

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara belum menetapkan 
Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak 
konstitusional warga negara akan bantuan hukum sebagaimana yang 

diamanatkan oleh konstitusi, sehingga dengan dibentuknya Peraturan 
Daerah tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin ini akan 

menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak 
konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi 

orang atau kelompok orang miskin sehingga dipelukan kebijakan afirmatif 

oleh Pemerintah Daerah.  

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai Bantuan 
Hukum Bagi Masyarakat Miskin merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 
7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Penanganan Fakir Miskin dan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah berwenang 

menyelenggarakan Bantuan Hukum di Kabupaten Hulu Sungai Utara 

sebagai pelaksanaan jaminan hak konstitusional warga Negara.  

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi 
pengertian-pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan 
Bantuan Hukum, hak dan kewajiban, syarat, tata cara pengajuan 

permohonan, tata kerja, larangan, pendanaan, sanksi, ketentuan peralihan 

dan ketentuan penutup. 

 
II. PASAL-PASAL 

Pasal 1  
Cukup jelas 
 

Pasal 4  
Ayat (1)  

Cukup jelas 
Ayat (2)  

Huruf a 
  Yang dimaksud dengan “LBH yang ada di Daerah” adalah 

LBH yang ada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 
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Huruf b 

Yang dimaksud dengan “LBH yang ada di Provinsi” adalah 
LBH yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan yang 

memiliki kantor cabang/perwakilan di Daerah. 
Ayat (3) 

Huruf a 
Yang dimaksud “berbadan hukum” adalah LBH memiliki akte 

pendirian yang dikeluarkan Notaris, memiliki anggaran dasar 
dan anggaran rumah tangga, serta memiliki SK badan hukum 
dari Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum dan HAM 

Republik Indonesia. 
Huruf b 

Yang dimaksud “terakreditasi” adalah memiliki sertifikat 
akreditasi dari Pejabat yang berwenang. 

Huruf c 
Yang dimaksud “memiliki kantor atau sekretariat yang tetap” 
adalah memiliki kantor tetap atau sekretariat tetap yang 

beralamat di wilayah Daerah. 
Huruf d 

Yang dimaksud dengan “memiliki pengurus” adalah memiliki 
susunan kepengurusan yang disahkan oleh Pejabat yang 

berwenang atau sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Huruf e 

Yang dimaksud “memiliki program bantuan hukum” adalah 
memiliki progam bantuan hukum yang ditujukan kepada 

masyarakat miskin di Daerah. 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
  

Pasal 14 

Cukup jelas 
 

Pasal 26 
Cukup jelas 

 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

NOMOR 42 
 

 
 


